




A. Latar Belakang 
 Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia dengan 
berbagai kekayaan sumber daya yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber 
daya alam hayati, sumber daya alam non hayati serta sumber daya buatan. Sumber 
daya alam dan buatan yang dapat dijadikan objek serta daya tarik wisata berupa 
keadaan alam, tumbuhan dan hewan, hasil karya manusia, serta peninggalan 
sejarah dan budaya. Sebagai negara berkembang, Indonesia yang memiliki 
berbagai macam potensi kekayaan sumber daya tersebut kemudian dapat dijadikan 
modal bagi pembangunan dan peningkatan kepariwisataan, dimana usaha untuk 
itu sudah sejak lama dikembangkan oleh Indonesia.  
Dewasa ini perkembangan kota-kota besar di Indonesia semakin pesat, hal 
ini ditunjukkan dengan bertambah banyaknya pembangunan-pembangunan yang 
dilakukan untuk menunjang perekonomian setiap daerah, tetapi hal ini juga diikuti 
dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Keanekaragaman budaya 
Indonesia yang tesebar di setiap daerah menjadi daya tarik bagi warga negara 
asing maupun lokal untuk menjadikannya sebagai tujuan untuk berwisata, salah 
satunya Kota Malang. 
Kota Malang, yang merupakan kota terbesar kedua di provinsi Jawa Timur 
setelah Surabaya. Saat ini pariwisata masih menjadi salah satu potensi utama yang 
diandalkan oleh Pemerintah Kota Malang. Pariwisata di Kota Malang memiliki 
peranan yang sangat penting untuk memperluas dan memeratakan kesempatan 
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berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar 
pendapatan nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 
rakyat,oleh karenanya segenap sumber daya yang bernilai kepariwisataan harus 
digali dan dikembangkan secara serius. Kota Malang yang saat ini merupakan 
tujuan wisata memungkinkan para wisatawan untuk menginap dan menikmati 
suasana. Sehingga beberapa tahun terakhir Kota Malang mengalami 
perkembangan yang cukup pesat dan semakin kreatifitasnya para pelaku usaha 
untuk mencari hal-hal baru sebagai lahan bisnisnya maka berdampak pula dengan 
semakin maraknya bisnis-bisnis disegala bidang usaha, khususnya di bidang 
pariwisata yaitu dengan adanya pembangunan jasa akomodasi bagi wisatawan 
yang berkunjung. Hal ini mengakibatkan merebaknya sarana akomodasi 
pariwisata di Kota Malang, dimana salah satu bentuk dari jasa akomodasi 
pariwisata tersebut adalah guest house. Sebagai kota yang juga disebut sebagai 
kota pariwisata, di kota saat ini sejumlah hotel dan guest house di kota Malang 
sudah semakin menggeliat dan bersaing ketat.  
Aktivitas pembagunan berbagai usaha akomodasi pariwisata tersebut tentu 
menggunakan lahan dan ruang sebagai tempat untuk menampung kegiatan 
pembangunan itu. Pemanfaatan dari pembangunan tersebut akan berdampak 
terhadap pertumbuhan lingkungan hidup dan sebaliknya pengelolaan lingkungan 
hidup akan mempengaruhi ruang tempat unsur-unsur lingkungan hidup berada.1 
Penggunaan lahan dari setiap aktivitas pembangunan sedikitnya akan mengubah 
lingkungan awal menjadi lingkungan baru, sehingga terjadi perubahan lingkungan 
yang jika tidak dilakukan pengelolaan secara cermat dan bijaksana akan 
                                                                 
1
 I Made Arya Utama, 2007, Hukum Lingkungan, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan 
Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pustaka Sutra, Bandung,hal. 56.  
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berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, bahkan merusak 
kehidupan habitat tertentu dalam suatu ekosistem.2  
Upaya pengendalian terhadap usaha yang berpotensi membahayakan 
lingkungan dilakukan untuk mencegah kemerosotan kualitas lingkungan. Upaya 
ini dapat dilakukan dengan cara pembatasan terhadap pembangunan usaha 
tersebut, karena selain jumlahnya yang sudah lebih dari cukup sebagian 
pemiliknya juga ada yang tidak melakukan atau mempunyai izin yang resmi.3 
Para pemilik guest house ini sering tidak memandang dari sisi legalitasnya, 
terutama mengenai pembayaran pajak karena masih banyak guest yang tidak 
membayar wajib pajak ataupun yang tidak memiliki izin. Pemilik yang tidak 
mematuhi hukum maka akan diberi sanksi tegas dan keras, sanksinya bisa sampai 
berupa penutupan atau pencabutan izin usaha. Dari sisi hukum administrasi 
negara, izin merupakan salah satu wujud tindakan pemerintahan sebagai 
perlindungan kepentingan rakyat. Tindak pemerintahan menurut Philipus M. 
Hadjon adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh administrasi negara 
dalam melaksanakan tugas pemerintahan.4 
Izin sebagai suatu ketetapan yang pada hakikatnya adalah tindakan hukum 
sepihak berdasarkan pada kewenangan publik yang memperbolehkan atau 
memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk 
melakukan suatu kegiatan.5 Izin sebagai norma diharapkan mampu untuk 
mengendalikan setiap aktivitas manusia agar sesuai dengan peraturan perundang-
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H. Jun iarso Ridwan dan Achmad Sodich, 2008, Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan 
Otonomi Daerah, Nuansa Bandung hal. 42.  
3
 http://mediacenter.malangkota.go.id/2014/03/guest-house-akan-dibatasi/ diakses pada tanggal 25 
November 2014 pada pukul 19.19 WIB 
4
 Philipus M. Hadjon, 1985, Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan 
(Bestuurshandeling), Djumali, Surabaya, hal. 1. 
5
 I Made Arya Utama, 2007, Hukum Lingkungan, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan 
Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pustaka Sutra, Bandung.hal 42.  
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undangan yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan tugas dan kewenangan yang 
dilakukan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Dari segi hukum 
lingkungan izin merupakan salah satu bentuk upaya dari pengelolaan dan 
perlindungan terhadap lingkungan hidup, yang dimana dalam pelaksanaanya 
dilakukan secara umum dengan memperhatikan aspek-aspek hukum lingkungan 
diantaranya adalah aspek penataan ruang.  
Pesatnya pembangunan guest house di Kota Malang ini karena dari segi 
biaya untuk pembuatan guest house tidak memerlukan biaya yang sangat besar 
dibandingkan dengan hotel. Oleh pemilik guest house pembangunan guest house 
yang begitu pesat serta adanya pembatasan pembangunan guest house sering tidak 
dihiraukan tetapi dianggap sebagai kemajuan serta perkembangan kota.   Beberapa 
guest house pun tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan daerah yang telah 
ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2013 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang  Nomor 11 Tahun 2010 
Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan bahwa untuk dapat menyelenggarakan 
usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih 
dahulu kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 6  
Dengan latar belakang masalah sebagaimana yang dipaparkan penulis di 
atas, maka disini penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk 
penulisan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan jenjang S1 pada Fakultas 
Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan judul, “PELAKSANAAN PASAL 7 
BUTIR 1 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 11 TAHUN 2013 
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 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 
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TERKAIT DENGAN PERIZINAN GUEST HOUSE ( STUDI DI BADAN 
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MALANG)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan agar penelitian ini dapat 
mencapai tujuan yang diinginkan, maka dikemukakan rumusan masalahnya 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan pasal 7 butir 1 Peraturan Daerah Kota Malang 
Nomor 11 Tahun 2013 terkait dengan perizinan guest house?  
2. Apa hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pasal 7 butir 1 Peraturan 
Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2013 terkait dengan perizinan guest 
house?  
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pasal 7 butir1 Peraturan 
Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2013 terkait dengan perizinan guest 
house oleh  Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang dan Dinas 
Kebudayaan dan Kepariwisataan Kota Malang . 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya dalam 
melaksanakan pasal 7 butir 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 
Tahun 2013 terkait dengan perizinan guest house yang dilakukan oleh 
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Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kota Malang, Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kota Malang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Malang. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dalam penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan 
praktis, sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 
pengetahuan hukum, terutama Hukum Administrasi Negara khususnya 
pelaksanaan hukum tentang perizinan. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, 
wacana dan masukan tentang pemberian izin terhadap pendirian guest 
house di Kota Malang : 
a. Disbudpar Kota Malang selaku pemberi rekomendasi terhadap izin 
pendirian guest house.  
b. BP2T Kota Malang selaku pemberi izin terhadap usaha jasa akomodasi 
(guest house). 
c. Satpol PP Kota Malang selaku penegak hukum terhadap usaha jasa 
akomodasi (guest house) yang tidak memiliki izin.  
d. Pemilik usaha jasa akomodasi (guest house) agar mengetahui bahwa 
usaha jasa akomodasi pariwisata harus memiliki izin dan juga 
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mengetahui sanksi apa saja yang dapat dikenakan apabila tidak 
memiliki izin. 
 
E. Sistematika Penulisan  
Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipaami maka perlu suatu 
kerangka atau susunan yang sistematis. Maka dari itu penulis menguraikan 
secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 5 (lima) bab 
dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Dalam Bab I ini menjelaskan tentang latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan 
sistematika penulisan. 
BAB II  : KAJIAN PUSTAKA 
Dalam Bab II ini menjelaskan kajian umum tentang 
perizinan, pengawasan, teori kewenangan.  
BAB III  : METODE PENELITIAN 
Dalam Bab III ini menjelaskan tata cara pelaksanaan 
penelitian mulai dari metode pendekatan, lokasi penelitian, 
jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik 
pengumpulan data, teknik analisis data, definisi 
operasional variable. 
BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam Bab IV ini menjelaskan inti dari penulisan dimana 
berisi pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah. 
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Bab ini berisikan cara pemberian izin terhadap jasa 
akomodasi (guest house) di Kota Malang, juga upaya 
hukum terhadap pengusaha jasa akomodasi yang tidak 
memiliki izin. 
BAB V  : PENUTUP 
Dalam Bab V ini berisikan kesimpulan dan saran yang 
terdiri dari uraian dan data penelitian yang merupakan 
jawaban dari permasalahan yang diteliti serta saran-saran 
yang bermanfaat dan dapat dijadikan informasi bagi 
pihak-pihak berkepentingan, terkait dengan permasalahan 
di dalam penulisan ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
